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SALINAN 

BUPATI SEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 31 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 109 
, ..• TAHUN 2012 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013 

Menimbang: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 

daftar nama rekening dan kode rekening dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk menampung 

belanja barang modal, tetapi tidak dapat dicatat sebagai aset 

Pemerintah Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Semarang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

• ,\ 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-

.. ~ .. ·.~, .. ~ .. ~.:.,'.,·,:.•.-.~-·~.'. ·_ batas ~h Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
.;,~-- Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

<ti/ - Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 

Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang$undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4234); 

11. Peraturcl , Pemerintah Nomor 16 T ahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan .Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

• 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 146); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 3); 

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode 

Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2012 Nomor 109); 

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 166 Tahun 2012 tentang 

Peruba'1an Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 

Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2012 Nomor 166). 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2012 

TENT ANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 

2013. 

PasaI 1 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode 

Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 

2013 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 109} sebagaimana telah 

C diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode Rekening 

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang T ahun Anggaran 2013 (Serita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 166), Lampiran VIII pada Kode 

Rekening Belanja Daerah 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ditambah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

KODE URAIAN 

' • 

:• •· 1 F · ,1,. r: • , • r. r . ·i ,,•• 4 f•i J". -r.··1. · • ...-; ,-; 
•" .. , . ·-· .. . - '. -- .. .,. __ . 

C 5 2 2 .. Belanja Barang danJasa 
,-·• . ';' ~-: '. ,.1 • ✓ 

5 2 2 28 Belanja-!BarJnQ· r(ang Afq3~ Diserahkan Kepada 
y ••~ · • . . ,. . . , . ---. .... ............. .. 

-• · • • -•• ~ - K•• •• ... • ·• •• •~,, . ,,, ...... , ... ~,., '0 

' :•: 
Masyarakat/ Pihak Ketiga . . r " · ,- ' 

),.- • :- j , 

5 2 2 28 01 Belanja B~~; y~r,g Akan Diserailkan Kepada 
,., .. --.. ., . , ...... . , ....... ...... _. __ ,_ 

J I!,: Masyarakat 
. ·, •- '. .. ~;. :~ · .. 

~'. 

5 2 2 28 02 Belat'i~,ij"'!fMt;f~n.Q ~~n Diserahkan Kepada Pihak 
-·•. - -·•·• "• '• . .. . . .. - •-•-·- .. . 

Ketiga ' 
.. ~ ... 

t• - •. 

t 
· • · • 
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Menetapkan : PERATURAN 

PERATURAN 

TENTANG 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI 

BUPATI 

KOOE 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2012 

REKENING PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 

2013. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode 

Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 

2013 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 109) sebagaimana telah 

0 diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 166 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kode Rekening 

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Serita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 166), Lampiran VIII pada Kode 

Rekening Belanja Daerah 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ditambah sehingga berbunyi 

sebagaiberikut: 
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28 .. Belanja-~Barafl§J-r(ang ~~ Diserahkan Kepada 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pad a tanggal of - es • 80f ~ 

S ~----- -DAERAH 
EMARANG ... _. ·_. . 
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Ditetapkan di Ungaran 
pada tan al "' ~ ~.r' ~DI~ 

.. ~ / 
~ '• ~ p ~ . / 

BERITA DAhAH-Itt(iUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR ~, 


